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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alllah SWT Inspektorat Kabupaten
Kediri sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kediri dalam
bidang Pengawasan telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Inspektorat
Kabupaten Kediri tahun 2021.

Tujuan penyusunan Renja ini adalah untuk memberikan arahan/panduan bagi
Inspektur Pembantu dan pelaksana kegiatan-kegiatan di Inspektorat Kabupaten
Kediri agar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dan tupoksi masing-masing
serta dapat menjadi panduan/pedoman bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi
yang akan dilaporkan di setiap akhir tahun dalam bentuk LK|jIP dan LKPJ.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kediri tahun 2021 ini dan untuk lebih
sempurna diharapkan saran dan pendapat untuk perbaikannya.

Kediri, 29 -7 - 2020
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ‘

Rencana Pembangunan Tahunan SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Ke%ja
SKPD (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun
yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakgn
langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat. Rencana Kerja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi
daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD
khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya.

Sebagai dokumen rencana tahunan, Renja SKPD mempunyai arli yang strategis
dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan
daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari vi!si,
misi dan program SKPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi
sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA
dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/
kegiatan [nstansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam
Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja SKPD selama 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem
perencanaan daerah, karena merupakan produk perencanaan pada unit organisasi
pemerintah dalam kurun waktu tersingkat. Rencana Kerja SKPD berhubungan langsung
dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada
kualitas pelayanan pada publik, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapén
dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evalugsi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain sebagai berikut :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun n-1 dan mengacu RKPD

tahun n.

?
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2. Program dalam Renja SKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun.

3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan
yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil
(outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang
menunjukkan prakiraan maju.

Sejalan dengan Misi Pembangunan ke-11 Pemerintah Kabupaten Kediri yakni
“Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokraéi”,
maka Inspekicrat Kabupaten Kediri menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2021.
Selanjutnya Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebaé;ai
dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerlah
(RKA-SKPD).

1.2 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021 adaljah

sebagai berikut : .

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelehggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas darj Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851); |

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar|an
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4287); '

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
[embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438); .

6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Ur!'adang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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}
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ll'ahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4663);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
hencana Pembangunan Nasjonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); '

11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar:an
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 4114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

12) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6041);

13) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2015 — 2019;

16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara

i
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Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; !

19) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

20) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2012 Nomor 3 Seri D); _

21) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomeor 3 Seri D) sebagaimapa
telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 20’17
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3
Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; ‘

22) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2011 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Noﬁor
94);

23) Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);

24) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 146); |

25) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;

26) Peraturan Bupati Kediri Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerfja Inspektorat Kabupaten Kediri;

27) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021 dimaksudkan sebagai
pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan untuk Tahun 2021 di bidang
pengawasan sebagai salah satu sektor pendukung terwujudnya visi dan misi Kabupaten
Kediri. ‘
Adapun maksud penyusunan RENJA Inspektorat Kabupaten Kedii Tahun 2021
dapat dturalkan sebagai berikut ;

Inspektorat Kabupaten Kediri

i
j




. Rencana Kerja Tahun 2021
|

. Memberi arah dan pedoman kepada setiap aparatur di Inspektorat Kabupaten Kediri

dalam menjélankan program selama Tahun 2021 untuk mencapai visi dan misi yang
telah dirumuskan. ‘
Menjadikan rencana kerja sebagai acuan utama dalam pelaksanaan program yang
ingin dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Kediri di Tahun 2021,
Merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan atau memantau pencapaian kinerja
Inspektorat Kabupaten Kediri pada Tahun 2021.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021

adalah sebagai berikut :

1.

Memberikan acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Inspektorat Kabupaten Kediri
dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang pengawasan di tahun
2021 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan bersinergi baik di dalam maupun
antar seldor dan sub sektor terkait,

. Memberikan pilihan-pilihan kebijakan bagi Inspekiorat Kabupaten Kediri untuk

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan
dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis.

. Memasukkan program/kegiatan yang ada di Renja ke dalam Kebijakan Umum

Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :
BAB! PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB Il HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian
Renstra Perangkat Daerah ‘

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB ill TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH '
BAB YV PENUTUP

L
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BAB I
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Secara umum pelaksanaan Renja dan capaian Renstra Inspektorat Kabupaten
Kediri pada tahun 2019 ditampilkan pada tabel 2.1. dan 2.2

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan RPJMD 2016-2021
dan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

_ 2019 - SUMBER
NO | INDIKATOR KINERJA -
. TARGET | REALISASI | CAPAIAN DATA
1. | Penanganan Pengaduan 95 78,33 82,46 Inspektorat
Masyarakat yang
diselesaikan
2. | Laporan Keuangan pada 100 213,4 213,4 Inspektorat
PD sesuai SAP
3 | Temuan hasil pengawasan 85 216 254,12 Inspektorat
yang selesai ditindaklanjuti
4 | Capaian Nilai SAKIP 94 67,14 72,31 Inspektorat
SKPD
5 | Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Level 2 Level 2+ | Inspektorat

Realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah
tahun 2019 yang diampu oleh Inspektorat Kabupaten Kediri sesuai RPJMD tahun
2016-2021 termasuk kategori berhasil, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penanganan Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan merupakan indikator
pengaduan masyarakat yang masuk di Inspektorat segera diselesaikan. Dengan
target jumlah pengaduan tahun 2019 sejumlah 60 pengaduan, yang selesai
ditangani sejumlah 47 pengaduan (realisasi 78,33)

2. Laporan Keuangan pada Perangkat Desa sesuai SAP menggambarkan target
jumlah laporan keuangan pada Perangkat Daerah sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah 70 Laporan Keuangan, dalam pemeriksaan bisa melebihi yaitu 162
laporan, jadi realisasi 213,4% dengan capaian yang sama 213,4%.

3. Temuan Hasil Pengawasan Yang Selesai Ditindaklanjuti merupakan indikator
dari rekomendasi dari temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti baik
temuan BPK maupun APIP. Dengan target 85%, selesai ditindaklanjuti mencapai
216% dengan capaian melebihi 100% yaitu 254,12%.

4. Prosentase Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mendapat nilai evaluasi
implementasi SAKIP minimal nilai “B” merupakan indikator utama yang menjadi
sasaran dalam Renstra yaitu dari jumlah 63 SKPD atas evaluasi SAKIP dengan
nilai minimal “B” mencapai 67,14% dengan capaian 72,31%

Inspektorat Kabupaten Kediri 6
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5. Tingkat Kapabilitas APIP merupakan indikator utama yang menjadi sasaran
dalam Renstra dengan target Level 3, realisasi kapabilitas APIP masih berada di
level 2, untuk Tahun 2019 sudah mencapai level 2+.

Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan utama
dan consulting dilaksanakan dengan mandat pengawasan yang efektif, tidak mencari-
cari kesalahan, dan tidak menghukum diperlukan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di Kabupaten Kediri. Luasnya mandat yang dimiliki sekarang
ini membawa implikasi terhadap pergeseran peran Inspektorat, pengawasan yang
dulu semata-mata mengedepankan wafchdog sekarang APIP menjadi bagian (katalis)
dengan mitra audit.

Realisasi hasil penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten
Kediri digambarkan dengan pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja,
pengelolaan keuangan dan aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kediri seperti ditampilkan pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah
TAHUN
2017 | 2018

2019
Target | Realisasi

NO. INDIKATOR

A | Meningkatnya akuntabilitas
kinerja, pengelolaan keuangan
dan aset pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri

1 Prosentase Laporan Keuangan 100 100 100 213,4
pada SKPD sesuai SAP

2 | Prosentase pengaduan 85 90 95 78,33
masyarakat yang ditindaklanjuti

3 | Prosentase temuan hasil 97 97 85 216
pengawasan yang selesai
ditindaklanjuti

4 | Prosentase SKPD yang mendapat 92,5 93 94 67,14
nilai evaluasi atas implementasi
SAKIP minimal "B”

5 | Tingkat Kapabilitas APIP. Level 1 Level 2 Level 3 Level 2

Capaian indikator kinerja Inspektorat pada Tahun 2019 berdasarkan sasaran
yang hendak dicapai dapat dijelaskan sebagai berikut :

|. Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan
aset pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu :
1) Prosentase Laporan Keuangan pada SKPD sesuai SAP mencapai 213,4% dari
target yang telah ditetapkan sebesar 100% yang berarti target telah tercapai.

2) Prosentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti mencapai 78,13% dari
terget yang telah ditetapkan sebesar 95% yang berarti target kinerja belum
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tercépai dikarenakan masih terdapat kekurangan bukti dari pengadu untuk
proses penyelesaian kasus pengaduan misalnya kasus perceraian serta adanya
pengaduan yang diterima pada akhir tahun anggaran.

3) Prosentase temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti mencapai
216% dari target yang telah ditetapkan sebesar 85% yang berarti target kinerja
telah tercapai dikarenakan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah lebih teﬁib
dan menyadari akan pentingnya tindak lanjut.

4) Tingkat Kapabilitas APIP mencapai level 2 dari target yang telah ditetapkén
pada level 3 berarti target belum tercapai dikarenakan belum mencukupi

dokumen dan pedoman pada tiap elemen Z
1

Il. Sasaran 2 : meningkatnya kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerint:ah

(AKIP) pada SKPD yang sesuai dengan ketentuan, dengan indikator kinerja

sebagai berikut i

1) Prosentase SKPD yang mendapat nilai evaluasi atas SAKIP minimal ‘B”
mencapai 67,14% dari target yang telah ditetapkan sebesar 94% yang berarti
target belum tercapai dikarenakan SKPD belum melengkapi dokumen evaluasi
SAKIP yang diperlukan.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten
Kediri disajikan dalam tabel 2.3. :

|
{
!
|
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Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Kediri

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Kediri

Rencana Kerja Tahun 2021

- . - Target dan Realisasi Kinerja ~ Perkiraan Realisasi
: Target Kinerja Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Lalu Capaian Target Renstra PD
Urusan/Bidang Capaian Target (2019) s/d tahun berjalan
Urusan Indikator Kinerja Program Kinerja Hasil Target Program/ Racliasat Tingkat
Kode Pemerintahan Program (Outcome)/ (Renstra Programdan | Target | Realisasi | L. . | KegiatanRenja b A . ﬂi
Daerah dan Kegiatan (Output) Perangkat Keluaran Renja Renja | o '"I? i SKPD 2020 - apala: ‘. ':? .
bt Deoctl, | amaan | et | P | TS |
' ' Hwn el | BRI | Dewa L DA - tahun 2020 | Renstra (%)
1 - 2 3 4 5 6 7 8=(7/6)x100 9 10 = 5+7+9 11=(10/4)x100
4.05.4.05 INSPEKTORAT
4.05.4.05.05.01.01 |Program Pelayanan |Cakupan Layanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran
4.05.4.05.05.01.01.30|Pelaksanaan Jumlah dokumen 65 dokumen 1400 1200 1450 1450 65 dokumen 1800 100%
Administrasi pelaksanaan administrasi dokumen dokumen dokumen | dokumen dokumen
Perkantoran perkantoran
4.05.4.05.05.01.01.31|Koordinasi dan Jumlah rapat koordinasi 180 kali 291 kali 180 kali 209 kali 209 kali 180 kali 180 kali 100%
Konsultasi dan konsultasi
Kelembagaan kelembagaan demi
kelancaran tugas-tugas
Inspektorat selama satu
tahun
4.05.4.05.05.01.02 |Program Peningkatan | Cakupan layanan sarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sarana dan Prasarana | dan prasarana aparatur
Aparatur
4.05.4.05.05.01.02.55| Penyediaan/ Jumlah peralatan dan 13 unit 12 unit 12 unit 12 unit 12 unit 13 unit 13 unit 13 unit
pemeliharaan peralatan | perlengkapan kantor
dan perlengkapan dalam keadaan baik guna
sarana prasarana mendukung kegiatan dan
kantor/aparatur terpelihara
4.05.4.05.05.01.06 |Program Peningkatan | Persentase pelaporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengembangan capaian kinerja dan
Sistem Pelaporan keuangan yang
Capaian Kinerja dan |diselesaikan tepat waktu
Keuangan
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4.05.4.05.05.01.06. |Penyusunan dokumen |Jumlah dokumen 30 dokumen 20 dokumen 20 20 20 30 dokumen 30 dokumen 100%
21 pelaporan capaian pelaporan capaian dokumen dokumen | dokumen
kinerja dan keuangan |perencanaan dan
SKPD pelaporan Kinerja yang
tersusun.
4.05.4.05.05.01.16 |Program Pembinaan |Persentase Laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Fasilitasi Hasil Reviu RKA yang
Pengelolaan diselesaikan.
Keuangan Daerah
--4,05.4.05.05.01.16. |Asistensi dan Evaluasi |Jumlah asistensi dan 172 SKPD 126 LHR 145 LHR 162 LHR | 162 LHR 172 LHR 172 LHR 100% -
07 RKA SKPD evaluasi RKA Perangkat
Daerah
4.05,4.05.05.01.17 |Program Peningkatan | Persentase temuan hasil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Sistem Pengawasan |pengawasan yang
Internal dan ditindaklanjuti.
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
4.05.4.05.05.01.17. |Pelaksanaan Jumlah LHP regular, 154 LHP 147 LHP 174 LHP 209 LHP | 209 LHP 154 LHP 154 LHP 100%
01 pengawasan internal  |tujuan terteniu dan pensus
secara berkala yang telah diselesaikan
4.05.4.05.05.01.17. {Penanganan kasus Jumlah kasus pengaduan 50 LHP 49 LHP 49 LHP 44 LHP 44 LHP S0 LHP 50 LHP 100%
02 pengaduan di masyarakat yang telah
lingkungan pemerintah | ditangani
daerah :
4.05.4.05.05.01.17. Koordinasi Jumlah temuan yang 600 temuan 420 temuan | 400 temuan | 400 temuan 400 600 temuan 600 temuan 100%
07 .. | dirapatkan dengan instansi temuan
pengawasan yang lebih \yonaiy findak lanjut hasi
komprehensif ariar, I
temuan pengawasan
4.05.4.05.05.01.17. |Pelaksanaan audit Jumlah laporan audit 33 dokumen 46 dokumen 12 147 147 33 dokumen 33 dokumen 100%
15 investigasi dan probity |investigasi/probity audit dokumen dokumen | dokumen
audit/audit pengadaan
barang dan jasa
4.05.4.05.05.01.18. |Program Peningkatan | Jumlah Auditor yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
05 Profesionalisme bersertifikat dengan nilai
tenaga pemeriksa dan | 70 ke atas setelah
aparatur pengawasan | mengikuti diklat/bimtek
4.05.4.05.05.01.18. |Peningkatan Jumlah auditor/aparatur 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 39 orang 38 orang

_.05 Kapabilitas APIP dan |pengawasanyang = _ . o . i i o
SDM Aparatur meningkat kapabilitasnya
Inspektorat
Inspektorat Kabupaten Kediri 10
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4.05.4.05.05.01.25 |Program Peningkatan | Persentase Perangkat 100% 100% 100% ~100% 100% 100% 100% 100%
kualitas pemerintah |Daerah yang mendapat
sesuaj dengan nilai evaluasi atas

prinsip-prinsip tata implementasi SAKIP
Kelola pemerintahan |minimal “B”

vang baik
4.05.4.05.05.01.25. |Reformasi Birokrasi Jumlah SKPD yang 113 LHE 70LHE - 135 LHE 145 LHE 145 LHE 113 LHE 113 LHE 100%
11 dievaluasi SAKIP,
PMPRE, evaluasi SPIP,
e evaluasi ZI dan pelayanan - - . R - -
publik
4,05.4.05.05.01.25. |Pelaksanaan Sapu Jumlah SKPD vang bersih 63 SKPD 63 SKFD 63 SKPD 63 SKPD | 63 S8KPD 63 SKPD 63 SKPD 63 SKPD
17 Bersih Pungutan Liar | efektif dan efisien

11
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ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan
telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Kediri yang berfungsi mendukung Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka ada beberapa catatan umum
capaian kinerja sepanjang Tahun 2019 antara lain :

1. Memfokuskan secara cermat obyek dan sasaran pengawasan yang bersifat
kebijakan strategis atas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;

2. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah di Kabupaten Kediri melalui upaya koordinasi dan sinergi
pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat;

3. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat
Pengawasan Internal, maupun Eksternal (BPK, Inspektorat Jenderal
Kementerian dan BPKP);

Meningkatkan pelayanan penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat;

5. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam rangka
menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan;

6. Menyusun rencana dan tindak lanjut dalam Roadmap Reformasi Birokrasi
guna peningkatan kinerja instansi pemerintah dan pencegahan tindak pidana
korupsi.

Secara umum, pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Kediri tahun

2019 dapat dilihat pada tabel 2.4

12
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Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD

Kabupaten Kediri

Rencana Kergja Tahun 2021

= Target Renstra Realisasi | Proyeksi
' - * Perangkat Daerah Capaian |
No. Indikator Standar IKK : Catatan Analisis
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun
Nasional
2019 | 2020 2021 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : =
1 Persentase Lapofan Keuangan 100 100 100 213,4 213,13 214 Opini BPK Rl =WTP

pada Perangkat Daerah sesuai

dengan SAP
2. | Persentase jumlah kasus 94 98 100 78,33 80 85

pengaduan masyarakat yang telah

diselesaikan Rasio temuan
3 Persentase temuan hasil BPK Rl yang 90 95 100 216 216 216

pengawasan yang selesai ditindaklanjuti

ditindaklanjuti
4 Persentase Perangkat Daerah yang 80 85 95 67,14 80 82 Penggunaan template baru dari Menpan

mendapat nilai evaluasi atas

implementasi SAKIP minimal “B”
5 | Tingkat Kapabilitas APIP 3/100 4/100 3/100 2/100 3/100 3/100

Inspektorat Kabupaten Kediri
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2.3 ISU-ISUi PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
PERANGKAT DAERAH

Proses reformasi birokrasi di dalam prakteknya ternyata tidak tertepas dari
situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi
dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan
kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga
pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-
permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol adalah meningkatkan
kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bemegara yang membawa
konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas
akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 tahun yang lalu dan
proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan
berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu:

a. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan
secara komprehensif.
Saat ini penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan hanya berdasarkan
jumlah obyek pemeriksaan (cbrik) saja, belum terdapat skala prioritas dan
analisis terhadap nilai strategis dan beban kinerja masing-masing obrik
(pengawasan berbasis resiko). Hal ini mengakibatkan munculnya kendala
terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan obrik yang memiliki nilai strategis dan
beban kinerja yang tinggi, yang disamakan dengan obrik yang memiliki nilai
strategis dan beban kinerja lebih rendah, sehingga kedalaman dan kualitas LHP
menjadi kurang optimal.
b. Kualitas dan kuantitas SDM yang belum memadai
Saat ini SDM yang dimiliki masih belum memadai, baik secara kualitas maupun
kuantitas. Dengan berbagai macam tugas dan fungsi pengawasan yang makin
banyak, diperlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang
pengawasan. ' i
¢. Belum optimainya penerapan SPIP di SKPD Pemerintah Kabupaten. |
Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP ‘
maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan
secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun
SPIP yang efektif di setiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

i
|
|

p
!
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d. Lemahnya koordinasi antar APIP dan instansi terkait lainnya.
Kondisi yang terjadi saat ini adalah koordinasi antar APIP masih dirasakan
[emah yang mana masing-masing APIP cenderung menjalankan kegiatan yang
ada secara individu. Hal ini perlu dicermati mengingat indikator kinerja
Kabupaten Kediri terkait bidang pengawasan, yaitu untuk mendapatkan opini
- WTP, sangat bergantung kepada SKPD di Kabupaten. Untuk itu diperlukan
koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif agar kinerja sasaran yang telah
ditetapkan dapat tercapai dengan baik. .
e. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti :
Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona
Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih d‘an
Melayani, pembentukan Unit Penggerak Integritas, belum seluruhnya
ditindaklanjuti, Inspektorat berkomitmen mengemban dan melaksanakan
mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan
Inspektorat. !
f. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung progrém
pengawasan. .
Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Kediri
masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan ya'ng
tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan
prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang
diinginkan secara bertahap. '
Dari 6 (enam) poin identifikasi masalah tersebut di atas, maka dapat
diprediksikan kondisi organisasi Inspektorat selama kurun waktu lima tahun ke
depan yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi misi organisasi yang
terdiri atas kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :
1) Kondisi Lingkungan Internal Organisasi
Lingkungan internal merupakan lingkungan yang bersumber dari dalam
organisasi dan dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu sendiri yaitu
Inspektorat Kabupaten Kediri. Lingkungan internal dikelompokkan menjadi

dua yaitu kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sebagaimana
tabel dibawah ini:

Taspektorat Kabupaten Kediri 13
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TABEL 2.5
Tabel Analisis Lingkungan Internal
ASPEK KEKUATAN KELEMAHAN
(STRENGTHS) (WEAKNESSES)
Sistem/kebijakan 1. Penerapan Standar . Prosedur pemeriksaan
Manajemen  Mutu ISO yang sudah ada (ISO
9001:2008 9001:2008) belum
2. Sistem pelaporan dan tindak diterapkan secara
lanjut terintegrasi melalui optimal, berkaitan
Sistem Informasi dengan pelaksanaan
Manajemen Pengawasan; pemeriksaan di obyek
3. Penyusunan Penilaian pemeriksaan/ auditan;
Angka Kredit (PAK) PFA | 2. Kinerja pemeriksaan
terintegrasi melalui  Sistem yang masih rendah
Informasi Manajemen PAK. ditandai dengan
produktivitas hasil
pengawasan dan
keterlambatan  Belum
adanya sistem
penerbitan LHP;

3. pengendalian terhadap
mutu dan kualitas hasil
pengawasan. '

Kelembagaan 1. Program Pendidikan dan| 1. SOTK yang belum
Pelatihan di bidang mengarah pada
pengawasan secara periodik spesifikasi bidang

2, Adanya kerjasama yang baik urusan pemerintahan
antara Inspektorat | 2. Pola hubungan kerja
Kabupaten Kediri dengan jabatan fungsional yaitu
BPKP dan BPK terutama PFA  vyang belum
untuk kegiatan diklat optimal.
pengawasan dan sinergi
pengawasan.

Sumber Daya Kualitas Sumber Daya | 1. Terbatasnya  kualitas

Manusia Manusia(SDM) aparatur dan Kkuantitas tenaga

pengawas yang dimiliki dilihat Pengawas (Auditor)
dari tingkat pendidikan formal | 2. Masih adanya perilaku
dan penjenjangan  auditor tenaga pemeriksa yang
sangat tinggi belum mencerminkan
kode etik dan norma
audit yang berlaku.

Sumber Daya - Terbatasnya dukungan

Anggaran anggaran operasional

untuk pemeriksaan

Lingkungan 1. Dukungan Inspektur [ Kurangnya sarana dan

Strategis Kabupaten Kediri Dalam | prasarana .
penguatan peran Inspektorat -

2. Keberadaan Teknologi
Informasi (T1) dalam rangka
kegiatan pengawasan. :

2} Kondisi Lingkungan Eksternal Organisasi

Lingkungan eksternal merupakan lingkungan yang bersumber dari luar
organisasi dan tidak dapat dikendalikan/dijangkau oleh organisasi itu
sendiri yaitu Inspektorat Kabupaten Kediri. Lingkungan eksternal
dikelompokkan menjadi dua yaitu peluang (opportunities) dan tantangan
(threats) sebagaimana tabel dibawah ini:

'
t
1
!
i

! '
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TABEL 2.6
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Tabel Analisis Lingkungan Eksternal

ASPEK

PELUANG
(OPPORTUNITES)

TANTANGAN
(THREATS)

Sistem/kebijakan

1. Komitmen unsur pimpinan
daerah (Bupati, DPRD,
SEKDDA dan SKPD)
dalam mewujudkan pe-
merintahan yang baik dan
mendukung penyusunan
Laporan keuangan
pemerintah daerah sesuai
SAP

2. Terbitnya Undang-
Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Peme-
rintahan Daerah, Pera-
turan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Peme-
rintah, Peraturan Peme-
rintah Nomor 60 Tahun
2008 tentang SPIP dan
Peraturan Pemerintah
Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pem-
binaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Peme-
rintahan Daerah, mem-
buka peluang penguatan
peran Inspektorat

1. Keinginan dati stakeholders
bahwa Inspektorat selaku
APIP dapat menjadi mitra
untuk memberikan solusi
bagi permasalahan di unit
kerjanya

2. Upaya memperoleh opini
BPK “WTP", Inspektorat
perlu berperan  lebih
optimal dalam melak-
sanakan tugas reviu atas
laporan keuangan

Keinginan dari sfakeholders

Kelembagaan Komitmen Unsur pimpinan
Tuntutan penguatan peran | Pola Pembinaan P2UPD dari
Inspektorat sebagai mitra | Kementerian Dalam Neger
audit bagi SKPD di| belumjelas '
Kabupaten Kediri
Sumber Daya Penentuan formasi dan | -
Manusia kebutuhan tenaga pemeriksa
tergantung dari kebijakan
Pemerintah (Badan
Kepegawaian Daerah)
Lingkungan 1. Keberadaan Mitra seperti | 1. Rendahnya kepercayaan
Strategis BPK dan BPKP atas Hasil dari LSM maupun elemen
pengawasan di SKPD masyarakat terhadap
Kabupaten Kediri eksistensi Inspektorat

,
J

2, Adanya aduan
Masyarakat tentang KKN
kepada Inspektorat
Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri karena
dianggap tidak mampu
menemukan penyimpang-
an-penyimpangan keuang-
an Negara/ Daerah _
2. Tuntutan publik atas
transparansi hasil
pengawasan  [nspektorat
Kabupaten Kediri :
3. Tuntutan SKPD terhadap
peran Inspektorat sebagai
penjamin mutu :
4. Semakin bertambahnya

1
i
1
|
i
|
I
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masalah yang dihadapi
oleh SKPD

5. Semakin bertambahnya
temuan hasil pemeriksaan
BPK yang berkembang ke
ranah hukum.

Setelah kita ketahui permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten
Kediri, maka dapat ditentukan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsi Inspektorat sebagai berikut :
1. Peningkatan kapabilitas peran Aparat Pengawas Inspektorat Kabupaten Kediri

untuk meningkatkan perolehan opini BPK;

2. Peningkatan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan;

3. Mewujudkan Inspektorat sebagai Consuiftant Partner,
4. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan desa; i

5. Peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja SKPD dalam pelayanan

masyarakat dan penanganan kasus pengaduan masyarakat. '

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antéra
rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis
kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra
Inspektorat Kabupaten Kediri dan tingkat kinerja yang dicapai dengan arahan Kepala
Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan
untuk Inspektorat Kabupaten Kediri berdasarkan RKPD. Program dan kegiatan ya'ng
tertuang dalam Rancangan Renja Inspektorat Tahun 2021 sudah sesuai dengan
rancangan awal RKPD Tahun 2021 seperti ditampilkan dalam tabel 2.7.
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Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat : Inspektorat Kabupaten Kediri

Rencana Kerja Tahun 2021

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No Program/ - . S Target Pagu Indikatif (Rp. Program/ . Indikator Target Kebutuhan Dana
Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Capaian 000) Kegiatan Lokasi Kinerja Capaian (Rp. 000)
1) (2) 3) 4 5 {6) {7) 8 ®) (10) {11
l PROGRAM PELAYANAN 1.376.702.500 | PROGRAM 1.272.532.012
ADMINISTRASI PELAYANAN
PERKANTORAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
1 Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jumiah dokumen 65 444.202.500 | Kegiatan pelaksanaan Inspektorat Jumlah 1200 surat 288.129.750
perkantoran pelaksanaan dokumen administrasi perkantoran dokumen
’ administrasi pelaksanaan
perkantoran administrasi
perkantoran
2 Koordinasi dan konsultasi Inspektorat Jumlah rapat 180 kali 810.000.000 | Koordinasi dan konsultasi Inspektorat Jumiah rapat 150 kali 884.402.262
kelembagaan Koordinasi dan kelembagaan Koordinasi dan
konsultasi konsultasi
kelembagaan demi kelembagaan
kelancaran tugs tugas demi kelancaran
selamasatu tahun tugs tugas
selama satu
tahun
19
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] PROGRAM . 101.000.000 | PROGRAM 176.250.000
PENINGKATAN SARANA PENINGKATAN
DAN PRASARANA SARANA DAN
APARATUR PRASARANA
APARATUR
1 penyediaan/pemeliharaan Inspektorat sarana dan prasarana 100% 183.400.000 | penyediaan/peme- Inspektorat sarana dan 100% 149.040.000
peralatan dan aparatur yang dalam liharaan peralatan dan prasarana
perlengkapan sarana keadaan baik guna perlengkapan sarana aparatur yang
prasarana kantor/aparatur mendukung kegiatan prasarana kantor/aparatur dalam keadaan
baik guna
—— |- mendu-kung - e -
kegiatan
it PROGRAM 179.037.500 | PROGRAM 286.398.000
PENINGKATAN PENINGKATAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
SISTEM PELAPORAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA DAN
KEUANGAN KEUANGAN
Penyusunan dekumen inspektorat Jumiah dokumen 20 179.037.500 | Penyusunan dokumen Inspektorat Jumlah 30 266.398.000
pelaporan capaian kinerja pelaporan capaian dokumen pelaporan capaian kinerja dokumen dokumen
dan keuangan SKPD perencanaan dan dan keuangan SKPD pelaporan
pelaporan kinerja capaian
yang tersusun perencanaan
dan pelaporan
kinerja yang
tersusun
v PROGRAM PEMBINAAN 844.675.000 | PROGRAM PEMBINAAN 825.756.250
DAN FASILITAS! DAN FASILITAS)
PENGELOLAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH KEUANGAN DAERAH
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Inspektorat Kabupaten Kediri

Asistensi dan evaluasi Inspektorat Jumlah asistensi dan 172 LHR 844.675.000 | Asistensi dan evaluasi Inspektorat Jumlah asistensi 162 LHR 825.756.250
RKA SKPD evaluasi RKA RKA SKPD dan evaluasi
Perangkat Daerah RKA Perangkat
Daerah
A" PROGRAM 958% 4.830.731.000 | PROGRAM 98% 4.133.512.046
PENINGKATAN SISTEM PENINGKATAN SISTEM
= = -| PENGAWASAN PENGAWASAN bl
INTERNAL DAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH KEBIJAKAN KDH
1 Pengawasan internal Kab. Kediri Jumtah LHP Reguler, 154 LHP 1.463.800,000 | Pengawasan intemnal Kab. Kediri Jumlah LHP 124 LHP 1.574.440.000
secara berkala tujuan tertentu dan secara berkala Reguler, tujuan
pensus yang telah tertentu dan
diselesaikan pensus yang
felah
diselesaikan
2 Penanganan kasus Kab. Kediri Jumilah pengaduan 50 LHP 252.400.000 | Penanganan kasus Kab. Kediri Jumlah 50 LHP 240.350.000
pengaduan di lingkungan yang telah ditangani pengaduan di lingkungan pengaduan yang
pemerintah daerah pemerintah daerah telah ditangani
3 Koordinasi pengawasan Kab. Kedini Jumlah temuan yang 600 temuan 836.790.000 | Koordinasi pengawasan Kab. Kediri Jumlah temuan 780 502.150.000
yang lebih komprehensif dirapatkan dengan yang lebih komprehensif yang dirapatkan temuan
instansi terkait, tindak dengan instansi
lanjut hasil temuan terkait, tindak
pengawasan lanjut hasil
femuan
pengawasan
21




Rencana Kerja Tabun 2091

4 Pelaksanaan Audit Inspektorat Jumlah laporan audit 33 2.277.741.000 | Pelaksanaan Audit Inspektorat Jumiah laporan 30 LHP 1.816.572.046
investigasi dan probity investigasi, probity dokumen investigasi dan probity audit investigasi,
audit pengadaan barang audit audit pengadaan barang probity audit
dan jasa dan jasa
5 Pengendalian disiplin Kab. Kediri Aparatur yang 100% 0 | Pengendalian disiplin Kab. Kediri Aparatur yang 100% 0
aparatur meningkat tingkat aparatur meningkat
kedisiplinannya tingkat
kedisiplinannya
vi PROGRAM 30% 1.358.000.000 | PROGRAM 70% 876.900.000
PENINGKATAN PENINGKATAN
PROFESIONALISME PROFESIONALISME
TENAGA PEMERIKSA TENAGA PEMERIKSA
DAN APARATUR DAN APARATUR
PENGAWASAN PENGAWASAN
1 Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jumlah 39 org 1.358.000.000 | Peningkatan kapabilitas Inspektorat Jumlah 39 org §76.900.000
APIP dan SDM aparatur auditor/aparatur APIP dan SDM aparatur auditorfaparatur
inspektorat pengawasan yang inspektorat pengawasan
meningkat yang meningkat
kapabilitasnya kapabilitasnya
Vil PROGRAM 94% 1.107.325.000 | PROGRAM 672.637.914
PENINGKATAN PENINGKATAN
KUALITAS PEMERINTAH KUALITAS
SESUAI DENGAN PEMERINTAH SESUAI
PRINSIP-PRINSIP TATA DENGAN PRINSIP-
KELOLA PEMERINTAH PRINSIP TATA KELOLA
YANG BAIK PEMERINTAH YANG
BAIK
1 Reformasi Birokrasi Kab. Kediri Jumlah SKPD yang 113 LHE 715.445.000 | Reformasi Birokrasi Kab. Kediri Jumlah SKPD 102 LHE 522.573.914
dievaluasi SAKIP, yang dievaluasi
PMPRB, Evaluasi SAKIP, PMPRB,
SPIP, Evaluasi ZI, Evaluasi SPIP,
Pelayanan Publtk Evaluasi ZI,
Pelayanan
Publik

Inspektorat Kabupaten Kediri
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2 Pelaksanaan Sapu Bersih Kab. Kediri Jurnlah SKPD yang 63 SKPD 408.980.000 | Pelaksanaan Sapu Bersih Kab. Kediri Jumlah SKPD 63 SKPD 150.064.0C0
Pungutan Liar bersih, efektif dan Pungutan Liar yang hersih,
efisien efektif dan
efisien
Jumiah 9.879.871.000 8.196.776.222
Inspektorat Kabupaten Kediri 23
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PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Inspektorat bertugas sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka usulan
program dan kegiatan masyarakat hanya terdapat pada kegiatan penanganan
pengaduan masyarakat. Dimana dalam kegiatan tersebut semua surat pengaduan
dari masyarakat maupun dari instansi lain yang berkaitan dengan
kasus/permasalahan yang melibatkan aparatur penyelenggara pemerintahan daerah
maupun desa yang masuk di Inspektorat dan selanjutnya ditindaklanjuti oleh masing-
masing auditor untuk dilakukan pemeriksaan atau penanganan. Perubahan anggaran
di Tahun 2020 diperlukan untuk mengakomodasi kondisi dan situasi yang terjadi di
Tahun 2021 sehingga pelaksanaan tetap berjalan baik seperti pada Tabel 2.8

Tabel 2.8
Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Kediri

PROGRAM/ '
No. KEGIATAN | LOKASI INDIKATOR KINERJA VOLUME | CATATAN_
1 2 : 3 4 5 ; 3
| Program Pelayanan Cakupan Layanan
Administrasi Administrasi
Perkantoran Perkantoran Cakupan
1 Pelaksanaan Administrasi Inspektorat Jumiah dokumen 1200
Perkantoran pelaksanaan administrasi surat
perkantoran
2 Koordinasi dan Konsultasi Inspektorat Jumlah rapat koordinasi | 150 kali
Kelembagaan dan konsultasi
kelembagaan demi
kelancaran tugas-tugas
Inspektorat selama satu
tahun
Il | Program Peningkatan Cakupan Layanan
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana
Aparatur aparatur
1 Penyediaan/Pemeliharaan Inspektorat Jumlah  sarana dan 100%
Peralatan dan prasarana aparatur
Perlengkapan Sarana dalam keadaan baik
Prasarana guna mendukung
Kantor/Aparatur kegiatan
Il | Program  Peningkatan Persentase pelaporan
Pengembangan Sistem capaian kinerja dan
Pelaporan Capaian keuangan yang
Kinerja dan Keuangan diselesaikan tepat
waktu
1 Penyusunan Dokumen Inspektorat Jumilah dokumen 30
Pelaporan Capaian pelaporan capaian | dokumen
Kinerja dan Keuangan perencanaan dan
pelaporan kinerja yang
tersusun
IV | Pembinaan dan Persentase Laporan
Fasilitasi Pengelolaan Hasil Reviu RKA yang
Keuangan Daerah diselesaikan.
1 | Asistensi dan Evaluasi Pemerintah Jumlah Laporan | 162 LHR
RKA SKPD Kabupaten Asistensi dan Reviu RKA
Kediri Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Kediri
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PROGRAM/

No. KEGIATAN LOKASI INQIKATOR KINER_JA VOLUME ;:ATATAN_

1 : 2 3 4 5 e

V | Peningkatan Sistem Persentase temuan
Pengawasan Internal hasil pengawasan yang
dan Pengendalian ditindaklanjuti.

Pelaksanaan Kebijakan
KDH

1 Pelaksanaan Pemerintah Jumiah LHP regular, 124 LHP
Pengawasan Internal Kabupaten tujuan tertentu  dan
secara berkala Kediri pensus yang telah

diselesaikan.

2 | Penanganan kasus Pemerintah Jumlah kasus pengaduan 50 LHP
pengaduan di lingkungan Kabupaten masyarakat yang telah
pemerintah daerah Kediri ditangani

3 Koordinasi pengawasan Pemerintah Jumiah temuan yang 750
yang lebih komprehensif Kabupaten dirapatkan dengan | temuan

Kediri instansi terkait, tindak
lanjut hasil temuan
pengawasan

4 Pelaksanaan Audit Pemerintah Jumlah laporan audit 30 LHP
Investigasi dan Probity Kabupaten investigasi/probity audit
Audit/Audit  Pengadaan Kediri
Barang dan Jasa

VI | Peningkatan Jumlah Auditor yang
Profesionalisme Tenaga bersertifikat dengan
Pemeriksa dan Aparatur nilai 70 ke atas setelah
Pengawasan mengikuti diklat/bimtek

1 Peningkatan Kapabilitas Inspektorat Jumlah auditor/aparatur | 39 orang
APIP dan SDM aparatur pengawasan yang
Inspektorat meningkat kapabilitasnya

VIl | Peningkatan Kualitas Persentase Perangkat
Pemerintah sesuai Daerah yang mendapat
dengan prinsip-prinsip nilai evaluasi atas
tata Kelola implementasi SAKIP
pemerintahan yang baik minimal “B”

1 Reformasi Birokrasi Pemerintah Jumiah SKPD yang | 102 LHE

Kabupaten dievaluasi SAKIP,
Kediri PMPRB, evaluasi SPIP,
evaluasi ZI, Pelayanan

Publik

2 | Pelaksanaan Sapu Bersih Pemerintah Jumlah SKPD yang | 63 SKPD
Pungutan Liar Kabupaten bersih efektif dan efisien

Kediri

Inspektorat Kabupaten Kediri
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN SKPD

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Didalam Arah Kebijakan Jangka Menengah Nasional disampaikan bahwa VISI
yaitu Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong-royong. Sedangkan dalam VIS| Pembangunan Kabupaten
Kediri adalah Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri
yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan berkeadilan, yang didukuhg
oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional,cleh karena itu secara tidak langsuhg
Program dan Kegiatan yang direncanakan oleh Inspektorat harus mendukung
keberhasilan perwujudan Aparatur Pemerintah Yang Profesional. .
Rencana Kerja Tahun 2021 Inspekiorat Kabupaten Kediri adalah dokumen
perencanaan yang substansinya sebagai penjabaran Visi, Misi dan Aréh
pembangunan daerah Kabupaten Kediri yang merupakan satu kesatuan dalam
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja
Inspektorat tersebut dilakukan secara terencana, sistematis, yang didasarkan pada
kondisi, potensi, proyeksi sesuai kebutuhan yang didalamnya memuat tujuan,
sasaran, program, kegiatan,lokasi dan disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Adapun tujuan Inspektorat Kabupaten Kediri adalah :

Mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang handal;

Dari Tujuan sebagaimana tersebut diatas memiliki indikator Tujuan yaitu:

a. Prosentase LKPD pada SKPD yang sesuai SAP;

b. Pemerintah Daerah memperoleh nilai evaluasi atas implementasi SAKIP pada
SKPD minimal B; '

¢. Terwujudnya peningkatan kapabilitas APIP dari level 1 ke level 3

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, terukur dalam periode waktu satu
tahun maka Inspektorat Kabupaten Kediri menjabarkannya dalam suatu sasaran,
yang mencakup : '
“Meningkatnya akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset pada Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri®

Dari sasaran sebagaimana tersebut diatas dapat diukur melalui indikator sasaran

yaitu sebagai berikut :

!
i
]
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1. Perséntase LKPD pada SKPD yang sesuai SAP (untuk menuju terwujudnya
Opini BPK - WTP);

2. Persentase Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang telah diselesaikan;

3. Persentase temuan hasil pengawasan yang selesai di tindak lanjuti

4. Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai evaluasi atas imp[ementéasi
SAKIP minimal “B;

5. Tingkat Kapabilitas APIP.

Namun demikian ada beberapa kendala yang dihadapi Inspektorat yaitu; .

a. Terdapat kegiatan-kegiatan yang dalam pencapaian target belum sesuai
dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi karena adanya sistem perubahan dari
Aparat Pengawasan dari Jabatan Struktural (KASIWAS) menjadi Auditor dan
menjadi Pengendali Teknis serta belum adanya Pengawas Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), sehingga berpengaruh juga terhadap
jumilah Honorarium ,jumlah Obyek Pemeriksaan dan jumlah kegiatan lainnya
dsb.

b. Dengan adanya terbatasnya jumlah Auditor yang tidak sebanding dengan
obyek pemeriksaan yang cukup luas maka berpengaruh juga pada anggaran
kegiatan yang dalam pencairan anggarannya tidak tepat waktu sehingga
berpengaruh pada kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat

terealisasi karena terbentur waktu dalam pertanggungjawabannya.

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dari rencana kegiatan masing-
masing SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terdiri dari
serangkaian tindakan baik dari Sumber Daya Manusia, peralatan yang dipergunakan
dan segala kebutuhan yang di gunakan untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Inspektorat Kabupaten Kediri dalam upaya pencapaian target kinerja Tahun
2021 menetapkan 7 (tujubh) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 12 (dua
belas) kegiatan sebagai berikut :

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
1.1 Kegiatan Pelaksanaan Administrasi perkantoran,
1.2 Kegiatan Koordinasi dan konsultasi kelembagaan,
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :
2.1 Kegiatan penyediaan/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana
prasarana kantor/aparatur :
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinetja dan
Keuangan:
3.1 Kegiatan Penyusunan Dokumen pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
yang didalamnya terinci kegiatan;

27
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a. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja, Renja Perubahan,
PKPTdsb;

b. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP),
penyusunan LKPJ, penyusunan data IKK LPPD dan Penyusunan
Laporan Capaian kinerja;

4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota :

4.1 Kegiatan Asistensi dan Evaluasi/Reviu RKA pada SKPD di Kabupaten Kediri;

5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang meliputi kegiatan :

5.1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Intemal Secara Berkala;

5.2 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5.3 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dan Koordinasi
Pengawasan yang Lebih Komprehensif, yang didalamnya juga terdabat
kegiatan inventarisasi temuan hasil pengawasan

5.4 Pelaksanaan Audit investigasi dan probity audit/audit pengadaan barang dan
jasa;

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan .
6.1 Kegiatan Peningkatan kapabiltas APIP dan pengembangan tenaga

pemertiksa dan Auditor/Aparatur Pengawasan yang didatamnya terdapat
kegiatan Peningkatan sistem Informasi pelaporan pengawasan di Kabupaten
Kediri. |

7. Program Peningkatan kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip - prinsip tata
kelola pemerintahan yang baik.

7.1 Kegiatan Reformasi Birokrasi, yang didalamnya terdapat rincian kegiatan
Evaluasi atas implementasi SAKIP, PMPRB, Pembangunan dan penilaian
Zona Integritas serta penilaian SPIP dan Pelayanan Publik

7.2 Kegiatan Saber Pungli.

Di dalam Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Kediri fni,
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Anggaran Tahun 2021 ditampilkan
dalam bentuk tabel yang memuat :

Program dan Kegiatan,;

Kelompok sasaran;

indikator Kinerja;

Lokasi kegiatan;

Kebutuhan dana indikatif; dan

"m0 00 o ®
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Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021 yang dibiayai oleh
APBD Kabupaten Kediri mendukung program prioritas Kabupaten Kediri dan juga sebagai
aktivitas dalam mewujudkan visi misi Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021. i

Mengacu pada Rencana Strategis 2016-2021 berdasarkan rencana program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, jumlah pagu indikatif yang
direncanakan Inspektoraf Kabupaten Kediri sebesar Rp 9.879.871.000,00 dengtan
rincian sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.1. |

!
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Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022

Nama Perangkat Daerzh : Inspektorat

Kabupaten Kediri

Rencana Kerja Tahun 2021

Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
" Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah daerah Indikator Kinerja o
dan Program/Kegiatan Program/kegiatan ok c‘]:;’r;itn . a'};g" ::I ::I?kam Sumber Dana J;fagiztn Keb mu:l::;: Ig:i'; alPagu
Kinerja guIndi Kinerja
) (2) 3) 4 {5) (6) () (9) (10)
| PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI 1.376.702.500 974.351.887,00
PERKANTCRAN
1 Pelaksanaan administrasi perkantoran Jumlah Dokumen pelaksanaan Inspektorat 65 dokumen 444.202.500 1200 surat 457.601.887,00
administrasi perkantoran Dana Alokasi
Umum (BAU)
2 Koordinasi kensultasi dan kelembagaan Jumlah rapat koordinasi dan inspektorat 180 kali 932.500.000 150 kali 516.750.000,00
konsultasi kelembagaan demi
kelancaran tugas tugas Dana Alokasi
Inspektorat selama 1 tahun Umum (DAU)
| PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN 183.400.000 413.818.775,00
PRASARANA APARATUR
1 Penyediaan / pemeliharaan peralatan dan sarana dan prasarana aparatur Inspektorat 100% 183.400.000 Dana Alokasi 100% 413.618.775,00
perlengkapan sarana dan prasarana kantor / yang dalam keadaan baik guna Umum (DAU)
aparatur mendukung kegiatan
1]} PROGRAM PENINGKATAN 179.037.500 320.575.426,00
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1 Penyusunan dokumen pelaparan capaian Jumlah dokumen pelaporan Inspektorat 320 dokumen 179.037.500 Dana Alokasi 30 dokumen 320.575.426,00
kinerja dan keuangan SKPD capaian perencanaan dan Umum (DAU)
pelaporan kinerja yang tersusun
v PROGRAN PEMBINAAN DAN FASILITASI 844.675.000 561.350.000,00
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1 Asistensi dan Evaluasi RKA SKPD Jumlah asistensi dan evaluasi Inspektorat 172 LHR 844.675.000 Dana Alokasi 162 LHR 561.3560.000,00
RKA Perangkat Daerah Umum (DAU)
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v PROGRAM PENINGKATAN SISTEM 98% 4.830.731.000 98% 3.192.625.450,00
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
1 Pelaksanaan pengawasan intemnal secara Jumlah LHP regular, tujuan Kab. Kediri 154 LHP 1.463.800.000 Dana Alokasi 124 LHP 1.440.187.000,00
berkala tertentu dan pensus yang telah Umum (DAU)
diselesaikan
2 Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Jumlah pengaduan yang telah Kab. Kediri 50 LHP 252.400.000 Dana Alokasi 50 LHP 188.618.750,00
pemerintah daerah ditangani Umum (DAU)
—~ -3 Koordinasi pengawasan yang lehih jumlah temuan yang dirapatkan Kab. Kedirt 600 temuan 836.790.000 Dana Alokasi 750 temuan 65.132.000,00 |-
komprehensif dengan instansi terkait, tindak Umum (DAU)
lanjut hasil temuan pengawasan
4 Pelaksanaan Audit investigasi dan probity audit | Jumlah laporan audit investigasi, Inspektorat 33 dokumen 2277.741.000 Dana Alokasi 30 LHP 1.498.687.700,00
pengadaan barang dan jasa probity audit Umum {DAU)
5 Pengendalian disiplin aparatur Aparatur yang meningkat tingkat Kab. Kedirl 100% 0 Dana Alokasi 100% 0,00
kedisiplinannya Umum (DAU)
Vi PROGRAN PENINGKATAN 30% 1.358.000.000 70% £82.085.000,00
PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA
DAN APARATUR PENGAWASAN
1 Peningkatan kapabilitas APIP dan SDM Jumlah auditor/aparatur Inspektorat 39 org 1.358.000.000 Dana Alokasi 39 org
Aparatur Inspektorat pengawasan yang meningkat Umum (DAU) 582,085,000,00
kapabilitasnya
Vil PROGRAN PENINGKATAN KUALITAS 94% 1.107.325.000 94% 561.815.990,00
PEMERINTAH SESUAI DENGAN PRINSIP-
PRINSIP TATA KELOLA PEMERINTAH
YANG BAIK
1 Reformasi Birokrasi Jumlah SKPD yang dievaluasi Kab. Kediri 113 LHE 715.445.000 Dana Alokasi 102 LHE
SAKIP, PMPRB, Evaluasi SPIP; Umum (DAU) 180,005.200,00
Evaluasi ZI, Pelayanan Publik
2 Sapu Bersih Pungutan Liar Jumlak SKPD yang bersih, Kab. Kediri 63 SKPD 391.880.000 Dana Alokasi 63 SKPD 391.810.790,00
efektif dan efisien Umum (DAU)
9.879.871.000 6.626.422.528
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Inspektorat Kabupaten Kediri telah meng-input usulan rencana kegiatan dan rincian

belanja tahun 2021 ke dalam aplikasi e-planning sebagaimana ditampilkan dalam tabel

4.1 berikut ini.
Tabel 4.1
Rencana Program / Kegiatan sesuai e-Planning tahun 2021
- - INDIKATOR PROGRAM BN AMIL
NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN (OUTCOMES) DAN INDIKATOR LANGSUNG (Rp)
- . KEGIATAN (OUTPUT) s <
1 Program Pelayanan Cakupan Layanan Administrasi 582.880.722,00
Administrasi Perkantoran Perkantoran
1 Pelaksanaan Administrasi Jumlah dokumen pelaksanaan administrasi 382.880.722,00
Perkantoran perkantoran
2 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi 200.000.000,00
Kelembagaan kelembagaan demi kelancaran tugas-tugas
Inspektorat selama satu tahun
I Program Peningkatan Sarana Cakupan Layanan sarana dan 127.905.000,00
dan Prasarana Aparatur prasarana aparatur
1 Penyediaan/Pemeliharaan Jumilah sarana dan prasarana aparatur 127.905.000,00
Peralatan dan Perlengkapan dalam keadaan baik guna mendukung
Sarana Prasarana kegiatan
Kantor/Aparatur
Il | Program Peningkatan Persentase pelaporan capaian kinerja 159.285.500,00
Pengembangan Sistem dan keuangan yang diselesaikan tepat
Pelaporan Capaian Kinerja dan | waktu
Keuangan
1 Penyusunan Dokumen Pelaporan | Jumlah dokumen pelaporan capaian 159.285.500,00
Capaian Kinerja dan Keuangan perencanaan dan pelaporan kinerja yang
tersusun
IV | Pembinaan dan Fasilitasi Persentase Laporan Hasil Reviu RKA 812.645.000,00
Pengelolaan Keuangan Daerah | yang diselesaikan.
1 Asistensi dan Evaluasi RKA Jumlah Laporan Asistensi dan Reviu RKA 812.645.000,00
SKPD Perangkat Daerah
v Peningkatan Sistem Persentase temuan hasil pengawasan 2.909.055.000,00
Pengawasan Internal dan yang ditindaklanjuti.
Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1 Pelaksanaan Pengawasan Jumlah LHP regular, tujuan tertentu dan 1.173.955.000,00
Internal secara berkala pensus yang telah diselesaikan.
2 Penanganan kasus pengaduan di | Jumlah kasus pengaduan masyarakat yang 238.850.000,00
lingkungan pemerintah daerah telah ditangani
3 Koordinasi pengawasan yang Jumiah temuan yang dirapatkan dengan 115.550.000,00
lebih komprehensif instansi terkait, tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
4 Pelaksanaan Audit Investigasi Jumlah laporan audit investigasi/probity 1.380.700.000,00
dan Probity Audit/Audit audit
Pengadaan Barang dan Jasa
Vi | Peningkatan Profesionalisme Jumiah Auditor vyang bersertifikat

Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan

dengan nilai 70 ke atas setelah
mengikuti diklat/bimtek

440.945.000,00

Inspektorat Kabupaten Kediri
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Pungutan Liar

efisien

L INDIKATOR PROGRAM Bt AN
NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | (OUTCOMES) DAN INDIKATOR LAN:GS-U'N G (Rp)
KEGIATAN (OUTPUT) e
1 Peningkatan Kapabilitas APIP Jumlah auditor/aparatur pengawasan yang 440.945.000,00
dan SDM aparatur Inspektorat meningkat kapabilitasnya
Vil | Peningkatan Kualitas Persentase Perangkat Daerah yang 964.060.000,00
Pemerintah sesuai dengan mendapat nilai evaluasi atas
prinsip-prinsip tata Kelola implementasi SAKIP minimal “B”
pemerintahan yang baik
1 Reformasi Birokrasi Jumlah SKPD yang dievaluasi SAKIP, 656.930.000,00
PMPRB, evaluasi SPIP, evaluasi ZI,
Pelayanan Publik
2 Pelaksanaan Sapu Bersih Jumlah SKPD yang bersih efektif dan 307.130.000,00

TOTAL

5.996.776.222

Inspektorat Kabupaten Kediri
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BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021 ini merupakan
rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Kediri serta
target dan sasaran pembangunan daerah yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2021. Rencana Kerja
Inspektorat Kabupaten Kediri dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan
rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran
2021 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya
Renja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan
yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih
terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan dengan SKPD terkait di lingkup
Pemerintah Kabupaten Kediri maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.
Melalui panduan ini, diharapkan penyelenggaraan program/ kegiatan Inspektorat dapat
dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien sehingga dapat memberikan

keluaran (outpuf), hasil (outcomes), manfaat (benefif) dan dampak (impacts) yang optimal.

680905 199302 1 001

Inspektorat Kabupaten Kediri



